MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemerintah dan DPR Tanggapi
Permohonan Uji Materi UU Perbankan Syariah

Jakarta, 22 Juni 2022 — Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan pengujian Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan
DPR dan Presidenini akan digelar pada Senin (19/4), pukul 09.30 WIB. Perkara bernomor 32/PUU-XX/2022
ini, dimohonkan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPR Syariah),
diwakili oleh Martadinata selaku Direktur Utama.

Materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat
(10), Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b, dan huruf e UU Perbankan Syariah. Pemohon mendalilkan
Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU Perbankan Syariah pada pokoknya membatasi
atau melarang BPR Syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Implikasinya, Pasal 21 huruf
d UU Perbankan Syariah mengatur bahwa BPR Syariah tidak dapat memindahkan uang, baik untuk
kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah secara mandiri, melainkan hanya melalui rekening
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.

Dalam sidang Pendahuluan, Rabu (6/4), Ahmad Wakil Kamal selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan
pembatasan dan larangan untuk memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran membuat BPR Syariah
tidak optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat terutama usaha mikro kecil untuk
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Lebih lanjut Kamal
mengatakan, Bank Indonesia menetapkan kebijakan National Payment Gateway atau Gerbang
Pembayaran Nasional (GPN) yang bertujuan mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman,
efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan
inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi.

Pada persidangan dengan agenda Perbaikan Permohonan, Rabu (19/4) Ahmad Wakil Kamal selaku kuasa
hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan. Kamal mengatakan telah menghapus ketentuan
norma Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU Perbankan Syariah. Kemudian perbaikan pada poin
kedudukan hukum, Pemohon menyederhanakan dasar-dasar hukum sesuai dengan nasihat hakim pada
sidang pendahuluan.. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan
menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)
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